PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 54 TAHUN 1960 (54/1960)
TENTANG
PENARI KAN KEMBALI " ORDONANSI PAJAK UPAH' ( STAATSBLAD 1934
NO 611) SEBAGAI MANA TELAH DI UBAH DAN DI TAMBAH TERAKHI R
DENGAN PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG NO. 24
TAHUN 1959

Presi den Republik | ndonesi a,
Meni nbang :

a. bahwa nengi ngat akan kei ngi nan-kei ngi nan yang nendesak dal am
masyar akat, dem ki an pula akan sifat pungutan pajak upah yang
pada hakekatnya tidak berbeda dengan pajak pendapatan,
ber | akunya O donansi Pajak Upah di sanping O donansi Pajak
Pendapat an, di pandang kurang perl u;

b. bahwa berhubung dengan itu "Odonansi Paj ak Upah" (Staatsbl ad
tahun 1934 No. 611) sebagaimana telah diubah dan ditanbah
terakhir dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
No. 24 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 141) perlu
ditarik kenbali;

C. bahwa ol eh karena keadaan nenmaksa soal tersebut, diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat : pasal 23 ayat (2) jo. pasal 22 ayat (1) Undang-
undang Dasar;

Mendengar : Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 28 Desenber
1960;

Menut uskan
Menet apkan :

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang penarikan
kenmbali "Ordonansi Paj ak Upah (Staatsblad 1934 No. 611) sebagai mana
tel ah diubah dan ditanbah terakhir dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun
1959 No. 141).

Pasal |.

O donansi  Pajak Upah (Staatsblad 1934 No. 611) sebagai nana
tel ah diubah dan ditanbah terakhir dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun
1959 No. 141) ditarik kenbali .

Pasal I1.



Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap
upah-upah yang terhutang atau di bayarkan untuk masa- masa upah yang
ber mul a sesudah tanggal 31 Desenber 1960.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desenber 1960.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

SCEKARNO

D undangkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Desenber 1960,
Pej abat Sekretaris Negara,

SANTGSO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PENMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
No. 54 TAHUN 1960
t ent ang
PENARI KAN KEMBALI ORDONANSI PAJAK UPAH

uMuM

Hi ngga dewasa i ni naka seperti telah diketahui kita kena
akan adanya paj ak upah dan paj ak pendapatan. Mengi ngat akan
sifatnya antara kedua jenis pajak tersebut nemang terdapatl! ah
per bedaan dal am arti bahwa paj ak upah merupaakn paj ak kebendaan
sedang paj ak penadapatan adal ah suatu paj ak pri badi .

Tetapi jika diingat akan kenyat aannya, maka antara kedua
jenis pajak itu sebenarnya tidaklah terdapat perbedaan yaitu
obyek dari pada paj ak-paj ak tersebut adal ah pendapat an.

Ji ka kita menperhati kan sebab-sebab di adakannya paj ak upah
akan terdapatl ah beberapa al asan yaitu :

1. paj ak dapat pul a di pungut atas pendapatan (upah) buruh yang
berjum ah kurang dari Rp. 5.000,- setahun. Ini disebabkan
karena tarip paj ak pendapatan terhadap para wajib pajak yang
pendapat annya dapat di hitung menurut ketentuan O donansi
Paj ak Pendapat an barul ah di nul ai terhadap nereka yang
menper ol eh pendapatan Rp. 5.000,- atau | ebih setahun.

2.cara nel akukan pungutan dem ki an pul a cara nel akukan pengawasan
nmudah dij al ankan karena yang ditunj uk sebagai yang
bert anggung-j awab bai k atas perhitungannya maupun at as
penbayar annya adal ah nmgji kan.



Ki ni bertalian dengan di ubahnya tarip paj ak pendapatan yang
di mul ai dengan tarip untuk pendapatan sebesar Rp. 0,- dem ki an
pul a dengan sistim pungutan paj ak pendapat an atas pendapatan yang
berasal dari hubungan kerja, maka Penerintah berpendapat bahwa
adanya paj ak upah tidak | agi diperlukan. Berhubung dengan itu
maka Ordonansi Paj ak Upah dengan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang i ni dinyatakan ditari k kenbali.

PASAL DEM PASAL.
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG
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